PUTUSAN INSKONTITUSIONAL BERSYARAT
TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN
CALON WAKIL PRESIDEN
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023)

ABSTRAK

Undang-Undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi di
Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, yang telah tiga kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2020. Dalam penelitian ini, Pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1945 MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang
bertentangan dengan UUD 1945. Jika ditemukan bertentangan, maka undang-
undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah putusan MK Nomor
90/PUU-XXI1/2023 merupakan inskonstitusional bersyarat menurut UUD 1945.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan
komparatif. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian
kepustakaan. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan
penelitian kepustakaan. Analisis untuk menjawab isu hukum dilakukan dengan cara
mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang relevan.
Pendapat para sarjana dikutip dan dijadikan landasan teori guna menjawab
pertanyaan (permasalahan) penelitian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 memutuskan
untuk mengubah ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil
presiden yang sebelumnya diatur dalam Pasal 169 huruf g Undang-Undang Pemilu.
Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat.
Artinya, batas usia tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi jika tidak
memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.
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